I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dokumen merupakan keseluruhan catatan pada suatu lembaga pemerintahan atau
organisasi/perusahaan swasta, baik yang berupa surat-surat, barang-barang
cetakan tertulis maupun data atau bahan yang memiliki berbagai kegunaan, yaitu
pertama berguna sebagai informas dan dokumentasi yang merupakan bukti dari
suatu kegadian yang dibuat dan diterima oleh suatu lembaga. Kedua, dapat
dismpan dalam bentuk yang nyata, misalnya secara umum dokumen dapat
berbentuk kertas, film dan media megnetis dan sebagainya. Ketiga, berguna untuk

membantu daya ingat seseorang serta harus dapat ditemukan kembali.

Dokumen sangat berguna bagi organisasi yang tidak hanya didasarkan pada
penggunaannya dalam menunjang kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung,
tetapi juga kegunaannya bagi lembaga/instansi pencipta dokumen pada masa yang
akan datang, di antaranya adalah:

a. Kegunaan Hukum. Dokumen memiliki kegunaan hukum apabila berisikan
bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum atas hak dan kewajiban warga
negara dan pemerintah. Dokumen-dokumen yang mempunya nilai hukum
antara lain adalah dokumen yang berisikan keputusan/ketetapan, perjanjian

dan bahan bukti pengadilan.



b. Kegunaan Keuangan. Dokumen memiliki kegunaan keuangan apabila
berisikan segala hal kegiatan yang menyangkut transaksi dan pertanggung
jawaban keuangan, misalnya dokumen-dokumen tentang anggaran belanja dan
pertanggung jawaban keuangan.

c. Kegunaan Administrasi, adalah kegunaan dokumen yang didasarkan pada
kegunaan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi lembagal/instansi penciptanya.

d. Kegunaan llmiah dan Teknologi. Dokumen yang berkegunaan ilmiah dan
teknologi mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai hasil penelitian
murni dan penelitian terapan. Dalam menentukan kegunaan ilmiah dan
teknologi ini memerlukan bimbingan dan peran serta para ilmuwan yang
bersangkutan

(Sulistyo Basuki, 1996: 38-42).

Kegunaan dokumen dipandang dari segi nila hukum merupakan topik yang
semakin hari semakin menyita perhatian. Perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi berdampak pada terjadinya kasus pemalsuan dokumen yang
menimbulkan kerugian material dan immaterial yang tidak ternilai bagi institus
atau lembaga pemilik dokumen. Menjaga dokumen agar tidak jatuh ke tangan
orang yang tidak berhak bukanlah pekerjaan muda. Kepercayaan terhadap mereka
yang diberi tanggung jawab untuk menjaganya serta bagaimana sistem
pengamanannya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kelaaian
petugas atau tempat penyimpanan yang kurang terlindungi dapat menimbulkan

kerugian yang fatal bagi organisasi atau perusahaan yang bersangkutan.



Bagi dokumen perusahaan penentuan kebijaksanan akses ke penyimpanan arsip
ditentukan oleh kebijaksanaan internal organisas dan aturan mengenai akses
terhadap arsip yang mengandung informasi perdagangan yang bersifat rahasia.
Ha ini dilakukan untuk menghindari terjadinya tindak pidana pemalsuan
dokumen. Tindak pidana pemalsuan mengandung nilai ketidak benaran atau palsu
atas sesuatu atau objek, di mana sesuatu nampak dari luar seolah-olah benar
adanya, namun sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya atau tidak
asli. Dalam ketentuan hukum pidana Indonesia dikenal beberapa bentuk kejahatan
pemalsuan, yaitu sumpah palsu, pemalsuan merek dan meterai, pemalsuan surat

dan pemal suan dokumen.

Pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen perusahaan dapat dikenakan sanks
sebagaimana disebutkan pada Pasal 266 Ayat (1) KUHP, yaitu barang siapa
menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai
sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud
untuk memakai atau menyuruh orang lain memaka akta itu seolah-olah
keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat
menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paing lama tujuh tahun .
Selanjutnya menurut Ayat (2), diancam dengan pidana yang sama barang siapa
dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak
sgjati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan

surat itu dapat menimbulkan kerugian.



Contoh kasus pemalsuan dokumen perusahaan adalah tiga terdakwa kasus
pemal suan dokumen lada dan kopi senilai Rp55 miliar pada PT Sucofindo Bandar
Lampung. Ketiga terdakwa, yakni Juredi Effendi, Kemas Tandri Oktariza, dan
Septoni Budiman terbukti bersalah sebab terlibat dalam tindak pidana pemalsuan
dokumen. Daam kasus pemalsuan dokumen perusahaan ini ketiga terdakwa
membuat Warehouse Report (WR) yang menyatakan bahwa di gudang Aneka
Sumber Kencana (ASK) Bandar Lampung terdapat kopi sebanyak 4,02 ribu
metrik ton. Dokumen ini kemudian dijadikan jaminan pinjaman sebesar Rp28,356
miliar ke Deutsche Bank AG Jakarta. Namun, laporan tersebut ternyata palsu. Hal
ini mengakibatkan PT Sucofindo Jakarta yang berperan sebagai penjamin
mengalami kerugian sebesar Rp55 miliar. Perbuatan para terdakwa diketahui saat
gudang ASK diperiksa. Di mana berdasar analisis dan laporan SRR hingga terbit
WR bernomor AHMO00012/BAAQAB tangga 15 September 2008, tertulis biji
kopi sebanyak 4,02 ribu metrik ton di gudang tersebut. Ternyata, tidak ada biji
kopi sesual laporan yang telah dibuat dan ditandatangani para terdakwa.

(Sumber: www.radarlampung.co.id. Edisi Selasa 05 Januari 2010).

Permasalahan pada kasus di atas adalah terjadinya pemalsuan dokumen
perusahaan berupa Warehouse Report (WR) atau catatan laporan gudang yang
menyatakan bahwa di gudang Aneka Sumber Kencana (ASK) Bandar Lampung
terdapat kopi sebanyak 4,02 ribu metrik ton, namun pada kenyataannya jumlah
kopi yang tersedia tidak sebanyak yang tercatat dalam dokumen. Ha ini
menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan bahwa dokumen perusahaan
seharusnya menjadi  bukti tertulis yang otentik, namun pada kenyataannya

dokumen justru dipalsukan sehingga tidak terpenuhi unsur keaslian dalam



dokumen tersebut. Artinya terdapat permasalahan dalam kasus ini, di mana para
pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen perusahaan harus mendapatkan sanksi

atau hukuman yang setimpal sesuai dengan kesal ahan yang diperbuatnya.

Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen perusahaan
tersebut merupkan proses penegakan hukum. Penegakan hukum dapat menjamin
kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan
globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum
seladu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil
yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai
suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam
kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat

penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui
penegakan hukum pidana, yang rasiona yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya
guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai
reaks yang dapat diberikan kepada pelaku kegahatan, berupa sarana pidana
maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.
Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan
dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai
hasil perundang-undangan pidana yang sesua dengan keadaan dan situasi pada

suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang



Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul:
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perusahaan

(Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas|A Tanjung Karang).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan
dokumen perusahaan pada PT Sucofindo Bandar Lampung?

2. Apakah faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap
tindak pidana pemasuan dokumen perusahaan pada PT Sucofindo Bandar

Lampung?

2. RuangLingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kgian ilmu hukum pidana, khususnya yang
berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen
perusahaan dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap

tindak pidana pemal suan dokumen perusahaan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah dalam penelitian ini adalah

sebagal berikut:



a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana
pemal suan dokumen perusahaan.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana

terhadap tindak pidana pemal suan dokumen perusahaan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan informasi
ilmiah mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan
dokumen perusahaan dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum
terhadap pelaku pemalsuan dokumen perusahaan. Penegakan hukum yang
dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-
Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen

Perusahaan.

b. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi positif dan
sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian
mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen
perusahaan dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap

pel aku pemal suan dokumen perusahaan.



D. Kerangka Teoritisdan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Menurut Soerjono Soekanto (1983: 73), kerangka teoritis adalah abstraks hasil
pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu
penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan definis tersebut

maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan secara
rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Daam rangka
menanggulangi kejahatan terhadap berbagal sarana sebagai reaks yang dapat
diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum
pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana
pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan
politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapa hasil
perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu

waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Sudarto, 1999: 109).

Menurut Joseph Goldstein (1976) dalam Muladi dan Badra Nawawi Arif (1991),

penegakan hukum pidana terbagi menjadi tiga yaitu:

(1) Tota enforcement, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana
yang dirumuskan oleh hukum substantif. Penegakan hukum pidana ini tidak
mungkin dilakukan karena para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh
hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan,

penahanan, penggel edahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.



(2) Full enforcement, yaitu ruang lingkup di mana para penegak hukum pidana
diharapkan dapat menegakkan hukum secara maksimal, meskipun hal tersebut
bukan harapan yang realistis, karena keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk
waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya.

(3) Actual enforcement, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana dengan
mengembangkan tindakan di luar hukum pidana (non penal). Terhadap adanya
berbagai permasalahan dalam penegakan hukum pidana maka dalam
kebijakan penanggulangan kegjahatan atau politik criminal  menggunakan
upaya-upaya yang cukup luas, dengan ruang lingkup yaitu penerapan hukum
pidana (criminal actual application), pencegahan tanpa pidana (prevention
without punishment) dan mempengaruhi pandangan masyarakat dan
pemidanaan melalui media massa (influencing views of society on crime and

punishment/mass media).

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto (1986: 8), penegakan hukum bukan semata-mata

pelaksanaan perundang-undangan sgja, namun terdapat juga faktor-faktor yang

mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

2) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan
konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan
kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya
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berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang
kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas
atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan
hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa
kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran
adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap
lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa,
terlihat dan diaktualisasikan.

Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,
keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan
hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin
menjalankan peranan semestinya.

Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan
hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan
penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi
kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan
hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat,

maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
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6) Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.
Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-
nila yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin
banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan  dengan

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.

2. Konseptual

Menurut Soekanto (1983: 112), konseptual adalah susunan berbagal konsep yang
menjadi fokus pengamatan dalam mel aksanakan penelitian. Berdasarkan definis

tersebut, maka konseptualisas dalam penelitian mengenai penegakan hukum
pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen perusahaan, adalah sebagai

berikut:

a. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan secara
rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka
menanggulangi kejahatan terhadap sarana sebagai reaks yang dapat diberikan
kepada pelaku kejahatan, dapat berupa sarana pidana atau non hukum pidana,
yang dapat diintegrasikan antara satu dengan lainnya. Penegakan hukum dapat
menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era
modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi
kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian
antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam

masyarakat beradab. (Sudarto, 1999: 28).
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b. Peaku tindak pidana adalah sebutan bagi seseorang atau sekelompok orang
yang melakukan perbuatan secara melawan hukum dan perbuatannya tersebut
dapat menimbulkan suatu bahaya atau kerugian bagi orang lain, masyarakat,

bangsa maupun negara (Barda Nawawi Arif, 1998).

c. Tindak pidana pemalsuan mengandung nilai ketidak benaran atau palsu atas
sesuatu atau objek, di mana sesuatu nampak dari luar seolah-olah benar
adanya, namun sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya atau
tidak asli. Dalam ketentuan hukum pidana Indonesia dikena beberapa bentuk
kegjahatan pemalsuan, yaitu sumpah palsu, pemalsuan merek dan meterai,

pemal suan surat dan pemal suan dokumen (Hendrawan, 2001)

d. Sanks tindak pidana pemasuan dokumen adalah Barang sigpa menyuruh
memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu
hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk
memakai atau menyuruh orang lain memaka akta itu seolah-olah
keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat
menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun [Pasal
266 KUHP Ayat (1)]. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan
senggja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sgjati
atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat

itu dapat menimbulkan kerugian. [Pasal 266 KUHP Ayat (2)].



